N ]
jadilan Negeri Klaten Kelas IA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2019

PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IA

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA

JI. Klaten - Solo Km.2 Klaten Jawa Tengah 57435 Te;p. (0272) 323566
Website : https://www.pn-klaten.go.id - email : pnklaten@yahoo.co.id




KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang
telah  mencurahkan rahmat dan nikmat -Nya sehingga kami dapat
menyelesaikan  penyusunan Laporan Kinerja Instan si Pemerintah (LK|IP)
Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Klaten
Kelas IA .

Menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 ,
Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP, telah disusun Laporan Kinerja
Instansi  Pemerintah (LKjIP) Tahun 201 9 dan Dokum en Perjanjain Kinerja
Tahun 2020 yang menyajikan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Sistem
Kinerja. Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban Kkinerja,
tug as pokok dan fungsi  dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang
telah ditetapkan oleh  Pengadilan N egeri Klaten Kelas IA Tahun 2019 . Laporan
Kinerja Instansi  Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 dan Dokumen Perjanji an
Kinerja Tahun 2020 ini  meskipun jauh  dari sempurna kiranya dapat
memenuhi sebagai bentuk  pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini
diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan
penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran danrencana
strategis di masa me ndatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami
di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Pengadilan Negeri, serta berguna bagi semua pihak.

Klaten, Januari 2020
DILAN NEGERI KLATEN KELAS

ftus Usada, SH.,M.H.
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L KjIP) Pengadilan Negeri Klaten
Kelas IA Tahun Anggaran 2019 merupakan Laporan perkembangan dan
pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1A
pada Tahun 2019 . Laporan ini merupakan penyajian data informasi serta
pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan fungsi Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA kepada publik. Laporan Kinerja Instan si Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA, merupakan LKjIP dari Renstra tahun 2015  -2019 yang
sudah di review sesuai Renstra 2017 - 2019 dan dalam rangka
menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun
1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta surat
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019 ,  perihal
Penyampaian Laporan Kinerja Instan si Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 dan
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA berupaya untuk mencapai target
tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan
LkjIP yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam
mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA sebagai
Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 201 9. Dengan berakhirnya Tahun 2019 , maka
disusun L kjIP Pengadilan N egeri Klaten Kelas IA Tahun 2019 yang
menyajikan informasi  kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang
terekam oleh Tim LKjIP.  Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klaten Kelas | A disusun

berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama



kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2019 serta perbandingan
dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang
menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA.

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA telah menetapkan 4  (Empat ) sasaran

strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2015 -2019. Keempat
sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15
indikator kinerja.Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Klaten tahun 2019

merupakan pencapaian  atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA)
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA tahun 2015 -2019 yang di telah dilakukan
reviu. Capaian Kinerja pada tahun 2019 secara keseluruhan tingkat capaian
kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA adalah sebesar 87,92  %.

Semua keberhasilan yang telah dicapai ini tidak membuat Pengadilan
Negeri Klaten Kelas IA berpuas diri, namun juga menjadi cambuk agar dapat
mempertaha nkan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya

di masa yang akan datang.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
berdayaguna dan berhasil  guna, bersih dan bertanggung jawab serta dalam
rangka mewujudkan  Good Governance, Lembaga Administrasi  Negara telah
mengembangkan media pertangggung jawaban yang disebut dengan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Keputusan Kepala LAN
Nomor  5589/IX/61Y 199 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah vy ang di dalamnya terdapat
Rencana Strategis.

LKjIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang
dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra )
merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis
dan berkes inambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan
kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu
rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi,
tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program se rta ukuran keberhasilan
dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Aparat Peradilan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur aparatur
pemerintahan, yang selalu dihadapkan pada sorotan miring banyak pihak
akan kinerja kita. Hal ini hendaknya jangan dijadikan sebag ai beban, akan
tetapi hendaknya dapat dijadikan cambuk agar kita semakin lebih berhati -
hati dalam menjalankan tugas selaku abdi Negara dan abdi masyarakat.
Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang -
Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang -Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judisialnya akan berjalan

lebih lancar apabila didukung secara teknis administratif peradilan (dalam



hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan umum,
pra nata dan tata laksana perkara di peradilan LKjIP Pengadilan N egeri Klaten
Kelas IA Tahun 2019 umum). Dukungan teknis administratif terhadap teknis
judisial peradilan umum, berdasarkan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2004
tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum, dilaksanakan  oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang
berkaitan ~ dengan kepentingan peradil an umum, baik yang Dbersifat
administratif, = keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : MA/SEK/07/SKIIII/2006 tentang
Organisasi dan  Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga
Mahkamah Agung Rl  sebagai salah satu institusi negara | kepemerintahan
sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi., Kolusi dan  Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerintah berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan  pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam
pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang
dipercayakan kepada publik.

Penting kiranya bagi kita untuk me mbangun karakter diri, jangan
sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan

masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara

profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan. Dengan
membangun ka rakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam
kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif
dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam
kehidupan bermasyarakat. Tentu hal tersebut sangat terk ait dengan
berdisiplin dalam tugas, bekerja secara professional mentaati ketentuan -

ketentuan yang ada serta  selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri,

maka Insya Allah segala  pandangan -pandangan serta penilaian -penilaian
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yang negatif tersebut diatas perlahan -lahan akan berubah menjadi pujian
serta penghargaan bagi kita  semua.

Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga
Peradilan  wujudnya berupa opini, pengaduan -pengaduan yang semua
merupakan LKjIP Pengadilan N egeri Klaten Kelas IA Tahun 2 019 refleksi
kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga
peradilan untuk lebih bekerja secara professional dan meningkatkan
performa Pengadilan sebagai pelayan public yang mampu merespon harapan
masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang
memadai.

Segala sesuatu yang dilakukan ol eh jajaran Pengadilan tidak akan
dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat
maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua
lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum
dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum perlu
ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum sec ara konsisten
untuk lebih  menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran , supremasi
hukum d an menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga
Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak
manapun.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan
pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehid upan baik dilingkungan

pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden Rl Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkewajiban untuk
mempertanggungjawabka n pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya
dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam

melayani penca ri keadilan. Untuk itulah Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA

menyusun Laporan Kinerja  Insta nsi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019



1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang -Undang Dasar pasca Amandemen).

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agu ng R.l., Badan
peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.l., (Peradilan Umum, PTUN,
Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24

ayat 2 Undang -Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman

tersebut diserahkan kepada badan badan peradilan (Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai
pengadilan tertinggi dengan tugas pokok, untuk menerima, memeriksa dan
mengadili  serta  menyelesaikan  setiap perkara  yang  diajukan

kepadanya}.(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2}) Peradilan
Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan
Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal
50 UU No.2 Tahun 1986)

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat
tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta
(Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan
dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang -
Undang. Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA adalah pelaksana kekuasaan
kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan di Kabupaten Klaten berdasarkan Pancasila, dengan

tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya
berdasarkan peraturan perundang undangan.



yakni:
1.2.1

1.2.2

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA

Tugas

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA merupakan lingkungan peradilan

umum tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di

Semarang yang menjadi kawal depan ( Voorj post) Mahkamah Agung

Republik Indonesia, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang

merdeka untuk  menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum

dan Keadilan.

Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama,

bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang

masuk di tingkat pertama.

Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA antara lain:

0 Fungsi mengadili ( judicial power ), yakni menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara  -perkara yang menjadi
kewen angan pengadilan dalam tingkat pertama.

U Fungsi pembinaan , yakni memberikan pengarahan, bimbingan,
dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah
jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi
peradilan, maupun administrasi perenc anaan/ teknologi informasi,
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

U Fungsi pengawasan , yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,
Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pe ngganti di bawah
jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum

kesekretariatan serta pembangunan.



0 Fungsi nasehat , yakni memberikan pertimbangan dan nasehat
tentang hukum kepada instansi p emerintah di daerah hukumnya,
apabila diminta.

0 Fungsi administratif , yakni menyelenggarakan administrasi
peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum
(perencanaan / teknologi informasi / pelaporan, kepegawaian /
organisasi / tatalaksanan, dan keuangan / umum /
perlengakapan).

U Fungsi Lainnya , antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan
hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi
akses yang seluas -luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan
dan transparansi informasi peradi lan, sepanjang diatur dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1
144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan

Informasi d i Pengadilan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI NO.
KMA/003/11/1992 tanggal 24 Februari 1992 mengenai Struktur Organisasi
Pengadilan Negeri, bahwa setiap kantor Pengadilan Dipimpin oleh Ketua dan
dibantu oleh seorang Wakil Ketua. Dimana kedua -duanya sebagai Pimpinan
Pengadilan yang bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya citra
dan wibawa Pengadilan. Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekreta riatan Peradilan sesuai degan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 , Ketua
Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas
terselanggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. Ketua Pengadilan
melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaaan peradilan di Peradilan
Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil

Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara
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Pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal -hal yang berhubungan
dengan Pengadilan. Sebagai pelak sana administrasi perkara, Ketua
Pengadilan menyerahkan kepada Paniter Pengadilan.

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang
didalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Ketua Pengadilan.

Kesekreta riatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang
dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Ketua Pengadilan.

Adapun Struktur Organisasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri

Klaten Kelas IA sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :



Albertus Usada, S.H.M.H

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.

WAKIL KETUA

1. M. Wachid Usman,S.
. Nurjusni, S.H.
. Aris Gunawan, S.H.
. Annisa N. S.H.,M.H.Li
. Dian Herminasari, S.H.,M.H.

6. Suryodiyono, S.H.

7. Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.
. Kurnia Dianta Ginting, S.H.,M.H.
. Ira Wati, S.h.,M.Kn.

Sumitro, S.H.

PANITERA

Edi Sutanto, S.H

|

Suhartono,S.H.,M.H.

Panitera Muda
Perdata

Jaka M. Nurhasan S.H.,M
Panitera
Muda Pidana

Kelompok Jabata|
Funasional

Panitera Pengaal

Juru Sita

Juru Sita Penggar

Pranata Pengadilg

Hendra Baju Broto K., S.

Panitera
Muda Hukum|

Kepala Sub. B:

Perencanaan, Teknologi
Informasi, dan Pelapor:

Kepala Sub. Bag, Um

Kepegawaian, Organisagi, dan Keuangal

dan Tata Laksarja

Kelompok Jabata|
Fungsional

Fungsional Fungsional Pranal

Komputer

Fungsional Arsipal Fungsional

Pustakawan Bendahara

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klaten Kelas 1A



1.4  SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian
kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA selama tahun 201 9 sebagai acuan
untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ini  disusun dengan sistematika sebagai berikut:
PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB | Pendahuluan
Menggambarkan Latar Belakang hal hal umum tentang keadaan
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA, Tugas dan Fungsi dan sistematika
dari penyajian Lakip.
BAB Il Perencanaan dan Perjanjian Kinerja , menggambarkan :

A. Visi dan Misi

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

C. Program Utama dan Kegiatan Pokok
1. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

BAB Il Laporan Kinerja yang menjelaskan :

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi
Kinerja)

B. Analisa Akun tabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran
sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil
pengukuran kinerja).

C. Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV Penutup
Menjelaskan kesimpulan dan saran saran, tinjauan secara umum
tentang keberhasilan/kega galan, permasalahan dan kendala utama
yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA serta

strategi pemecahan masalah



BAB I
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri
Klaten Kelas | A berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat
pada Renstra 2015-2019 yang dilaksanakan melalui Rencana Kinerja
Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019
2.1 RENCANA STRATEGIS 2015 -2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini merupakan
implementasi tahun kelima dari Rencana Strategis tahun 2015 -2019 yang
diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA.
Rencana Strategis ini merupakan komitmen bersama dalam menetapkan
kinerja dengan tahapan -tahapan yang terencana  dan terprogram secara
sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan
terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang -undangan untuk
mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang
disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangk a Panjang (RPNJP) 2005 -2025
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 -2019 dan
review 2017 0 2019 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan
misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 -2019 dan direview 2017 0
20109.

2.1.1 VISI DAN MISI

Visi merupakan cara  pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan
tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA. Visi
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA mengacu pada Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut :

OMEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI KLATEN YANG AGUNG 6
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Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi
yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud

dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA, adalah sebagai berikut

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepa t, biaya ringan dan
transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif
dan efisien.
Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang
diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari
keadilan atas Pelayanan Hukum, maka Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
mempunyai motto yaitu
0 Yes, We Can . Bersama Kita BISA 0

0B I S A : Berwibawa, Informatif, Santun, Akuntabe I 0

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan Sasaran strategis merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Dengan
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh
Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA sehingga dapat mengukur keberhasilan
organisasi dalam mencapai tujuan dan sas aran strategisnya, dimana setiap
tujuan dan sasaran strategis tersebut telah ditetapkan indikator kinerja
yang terukur.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA. Tujuan
yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA adalah sebagai
berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningk atan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
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3. Meningkatnya  Akses Miskin  dan

peradilan bagi masyarakat
Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicap ai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menuju sasaran strategis yang

hendak dicapai Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA tahun 2015 -2019 yang
telah di review 2017 -2019 adalah sebagai berikut :

1. Terwuj udnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Tujuan, Sasara n dan Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas

IA Tahun 2019 dapat dilihat dengan rumusan sebagai berikut:

Tuiuan

Sasaran

Persentase Sisa Perkara Diselesaikan : Perdata dan Pidana

Terwujudnya Terwujudnya Persentase Sisa Perkara Diselesaikan Tepat Waktu : Perdata dan Pidana
Proses Proses -

Peradilan yang Peradilan yang Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
pasti, pasti, Kasasi, Banding, dan Peninjauan Kembali

transparan dan transparan dan -
akuntabel akuntabel Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
Kepuasan Pencari Keadilan

Persentase Salinan Putusan yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat

Meningkatnya
Kepatuhan
terhadap
Putusan
Pengadilan

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

Meningkatnya
Kepatuhan
terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang
Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Waktu

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
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Gambar 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Tahun 2019

2.2 PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
Empat sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat
rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai
berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok

1. Penyelesaian Perkara Pidana,
Perdat a,

2. Penyelesaian Sisa Perkara
Pidana, Perdata ,

3. Register dan pendistribusian
berkas perkara ke Majelis yang
tepat waktu,

4. Pengiriman berkas perkara
banding dan kasasi disampaikan
secara lengkap dan tepat waktu,

5. Publikasi dan transparasi proses
penyelesaian da n putusan
perkara .

Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum Merupakan
program untuk mencapai sasaran
strategis dalam hal penyelesaian
perkara, tertib administrasi
perkara, dan aksesbilitas
masyarakat terhadap peradilan

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan Pokok

1. Pelaksanaan diklat tenis yudisial
dan non yudisial,

2. Tindak lanjut pengaduan yang
masuk,

3. Tindak lanjut temuan yang
masuk dari Hakim Pengawas

Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya dibuat untuk mencapai
sasaran strategis menciptakan
sumber daya manusia yang

. . . Bidang,
berkualitas dan mencapai hasil g " :
. 4. Pembinaan administrasi
guna yang berkualitas :
pengelolaan kepegawaian,
5. Pembinaan administra  si

pengelolaan keuangan.
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c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pokok
1. Merencanakan RKAKL sesuai

dengan kebutuhan nyata

Pengadilan Negeri Klaten Kelas

1A,

2. Mempersiapkan data dukung

Program Peningkatan Sarana dan untuk mendukung usulan
Prasarana bertujuan untuk pengadaan barang/jasa yang
mencapai sasaran strategis dalam dibutuhkan,
penyediaan sarana dan prasarana. 3. Melaksanakan Pengadaan

barang/jasa sesuai dengan DIPA
4. Adapun usulan kegiatan yang
perlu dilaksanakan diantaranya :
fPengadaan Alat Pengolah Data
dan Komunikasi
{Pengadaan Fasilitas Perkantoran

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA diperlukan
sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai
tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama degan
digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai

tolak ukur atas keberhasilan sasara n strategis dalam mencapai tujuan.

1 Terwujudnya Proses a. Persentase Sisa Perkara Diselesaikan :
Peradilan yang - Perdata
Pasti, Transparan, - Pidana
dan Akuntabel b. Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu :
- Perdata
- Pidana
c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
- Kasasi
- Banding
- Peninjauan Kembali
d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan
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Diversi
e. Kepuasan Pencari Keadilan

2 Peningkatan a. Persentase Salinan Putusan yang Diterima Oleh Para Pihak
Efektivitas Tepat Waktu
Pengelolaan b. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding,
Penyelesaian Kasasi, dan PK yan Diajukan Secara Lengkap dan Tepat
Perkara Waktu

c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu
1 Hari Setelah Putus

d. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

3 Meningkatnya Akses a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin

dan Terpinggirkan b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4 Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti
Kepatuhan terhadap (Dieksekusi)
Putusan Pengadilan

2.4 PERJANJIAN K INERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja  merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan
komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja
yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
memperti mbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus
perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara
penerima amanah dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri
Klaten Kelas IA.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA,

sebagai berikut :

Terwujudnya  Proses a. Persentase Sisa Perkara

Peradilan yang Pasti, Diselesaikan :

Transparan, dan - Perdata 100%

Akuntabel - Pidana 100%
b. Presentase Perkara yang

Diselesaikan Tepat Waktu :
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Peningkatan
Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

Meningkatnya  Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin

dan Terpinggirkan

Meningkatnya
Kepatuhan terhadap
Putusan Pengadilan

- Perdata
- Pidana
c. Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum :
- Kasasi
- Banding
- Peninjauan Kembali
d. Persentase Perkara Pidana Anak
yang Diselesaikan dengan
Diversi
e. Kepuasan Pencari Keadilan
a. Persentase Salinan Putusan
yang Diterima Oleh Para Pihak
Tepat Waktu
b. Persentase Berkas Perkara yang
Dimohonkan Banding, Kasasi,
dan PK yan Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat Waktu

c. Persentase Putusan Perkara
yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat

Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus
d. Persentase Perkara
Diselesaikan Melalui Mediasi
a. Persentase Perkara Prodeo yang
Diselesaikan

yang

b. Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Persentase Putusan Perkara

Perdata yang Ditindak Ilanjuti

(Dieksekusi)
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Jumlah anggaran program kegiatan Tahun 2019 adalah sebagai

berikut :

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung

3 Program Peningkatan Manajemen
Umum
Total Anggaran Kegiatan Tahun 2019

Peradilan

Rp. 9.761.902.000
Rp. 135.500.000
Rp. 137.950.000

Rp.10.035.352.000

(Sepuluh Milyar Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan
strategis suatu organisasi. Pengukuran kinjera adalah pros es sistematis
dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan s uatu metode untuk menilai
kemajuan yang telah dicapai dibandingan dengan sasran dan tujuan yang
telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai
mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat
komunikasi dan alat manajeme  n untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA
tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan
target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapka, sehingga terlihat
apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.
e vt e YQOAQI @i Q
e IR e

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target

kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai
dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing -masing

indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Proses Peradilan Peradilan yang Pasti, Transparan, dan
Akuntabel
No Indikator Kinerja Target(%) Realisasi(%) Capaian(%)
1. Persentase Sisa Perkara
Diselesaikan :
- Perdata 100 100 100
- Pidana 100 100 100
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Sasaran Strategis 1 |

2. | Persentase Perkara Diselesaikan

Tepat Waktu :
- Perdata 90 81,55 90,61
- Pidana 95 100 105

3. Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum :

- Banding 95 95,21 102
- Kasasi 95 98,29 103
- Peninjauan Kembali 96 100 100
4. Persentase Perkara Pidana Anak 0 0 0
yang Diselesaikan dengan
Diversi
5. Kepuasan Pencari Keadilan 80 87,4 109,25

Sasaran Strategis 2 |

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No  Indikator Kinerja Target(%) Realisasi(%) Capaian(%)

1. Persentase Salinan Putusan 100 100 100
yang Diterima Oleh Para Pihak
Tepat Waktu

2. Persentase Berkas Perkara yang 100 100 100
Dimohonkan Banding, Kasasi,

dan PK yang Diajukan Secara
Lengkap dan Tepat Waktu
3. Persentase Putusan Perkara 100 100 100
yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat Diakses
Secara Online dalam  Waktu 1
Hari Setelah Putus.
4. | Persentase Perkara yang 5 0 0
Diselesaikan Melalui Mediasi

Sasaran Strategis 3 |

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan
No  Indikator Kinerja Target(%) Realisasi(%) Capaian(%)
1. Persentase Perkara Prodeo yang 0 0 0
Diselesaikan
2. Persentase Pencari Keadilan 25 29 116
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Sasaran Strategis 3

Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Sasaran Strategis 4 |

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
No  Indikator Kinerja Target(%) Realisasi(%) Capaian(%)
1. Persentase Putusan Perkara 1 4 400
Perdata yang Ditindaklanjuti
(Dieksekusi)

3.2  ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Tahun 2019

mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel
diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun
2019, Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja
sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

U Sasaran Strategis 1 : Terwujud nya Proses Peradilan yang Pasti,

Transparan, dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja sasaran pada 5 tahun terakhir 2015 -2019
adalah :
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

2019 2019 2018 2017 | 2016 2015

‘[ Persentase Sisa
Perkara
Diselesaikan
- Perdata 100 100 100 100 100 100 100
- Pidana 100 100 100 100 100 100 100

2 Persentase Perkara
Diselesaikan Tepat

Waktu :
- Perdata 90 81,55 90,61 85,02 85,07 85,13 88,88
- Pidana 95 100 100 100 100 99,77 99,78
< | Persentase Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum :
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No Indikator Kinerja Realisasi Capaian (%)

2019
- Banding 95 95,21 102 105 100 99,75 101
- Kasasi 95 98,29 103 104 104 103 104
- Peninjauan 96 100 103 104 103 103 103
Kembali
“~ | Persentase Perkara 0 0 0 0 0 0 0
Pidana Anak yang
Diselesaikan
dengan Diversi
s | Kepuasan Pencari 80 87,4 109,25
. Keadilan
Analisis atas capaian indikator  -indikator kinerja adalah sebagai

berikut :

a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Perkara yang masuk pada tahun 2018 dan tidak dapat diselesaikan
pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada
tahun berikutnya. Penyebab adanya sisa perkara adalah karena adanya
perkara yang masuk pada Bulan Desember Tahun 2018 dan baru
disidangkan pada Tahun 2019. Sedangkan yang masuk dibawah bula n
Desember masih dalam taraf pemeriksaan, baik dalam tahapan Replik,
Duplik, maupun Pembuktian/Saksi.

Data sisa perkara tahun 2018 yang masih berjalan pada tahun 2019

yaitu:
Perkara \ Sisa Tahun Target Realisasi
2018 Penyelesaian  Penyelesaian
2019 2019

Perdata

- Gugatan 65 65 100%

- Gugatan Sederhana - - -

- Permohonan 9 9 100%

- Perlawanan - - -
Pidana

- Biasa 42 42 100%

- Singkat - - -

- Cepat - - -
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Perkara Sisa Tahun Target Realisasi
2018 Penyelesaian  Penyelesaian

2019 2019
- Anak 1 1 100%

Penyelesaian perkara Tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019
mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukkan bahwa sistem
kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA telah
berjalan dengan baik dan lancar sehinggat tidak ada sisa perkara tahun

sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
Persentase perkara yang masuk pada tahun 2019 dan dapat
diselesaikan pada bulan berjalan pada tahun tersebut.
4+ Perkara Perdata
x  Perkara Perdata Gugatan
Keadaan Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Klaten Kelas
IA Tahun 2019 yaitu

Sisa Tahun Masuk Putus/dicabut

2018

20 2 57
11 17 51
21 12 60
7 19 48
e 15 15 4
11 3 56
15 14 57
10 14 53
16 16 53
18 16 55
18 12 61
14 17 56
65 176 183 58

Dari data tersebut, persentase perkara perdata gugatan yang

diselesaikan pada tahun 2019 yaitu

- Jumlah perkara gugatan pada tahun 2019 : 176 perkara
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- Jumlah perkara gugatan yang selesai pada tahun tersebut : 118

Perkara

- Persentase perkara gugatan yang dapat diselesaikan tepat waktu
adalah 67,04 %

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena
banyak perkara yang masuk pada akhir tahun 2019 dan baru akan
disidangkan pada tahun 2020, dan banyaknya perkara yang masuk empat
bulan terakhir  masih dalam taraf pemeriksaan, baik tahapan replik, duplik,
pembuktian/saksi bahkan masih dalam tahap panggilan dikarenakan para
pihak banyak yang dari luar ka bupaten Klaten, serta jumlah Majelis Hakim
dan Panitera Pengganti masih kurang dibandingkan dengan jumlah perkara
yang harus diselesaikan. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara

gugatan yang diselesaikan tepat waktu, sebagai berikut :

A. Perkara Perdata

1. Perkara Perdata Gugatan

GRAFIK PERKARA GUGATAN
PERIODE 2015 - 2019

200

[y
w

180 176

160
142

= 129

140

120

100

80

58

60 53

[

Tahun 2015 Tahun 2015 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

=Tahun 9sa = Tahun Masuk = Tahun Putus/Cabut

Sisa Masuk Putus/Cabut Capaian%)
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Tahun 2015 48 157 162 79

Tahun 2015 40 135 143 82
Tahun 2017 53 142 129 66
Tahun 2018 65 170 158 67
Tahun 2019 58 176 183 78

2. Perkara Perdata Permohonan

GRAHK PERKARA PERMOHONAN
PERIODE 2015 - 2019

180

164 164

160

140 140

140 131 132

120 1 16

100 T g

80

60

40

20

7 10 9 9 9
1 1 1 1 1
Tahun 2015 Tahun 2015 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Tahun Ssa Tahun Masuk Tahun Putud Cabut Tahun Capaian
Periode Perkara Permohonan
Sisa Masuk Putus/Cabut Capaian

Tahun 2015 7 97 94 90%
Tahun 2015 10 119 116 90%
Tahun 2017 9 131 132 94%
Tahun 2018 9 140 140 94%
Tahun 2019 9 164 164 95%

B. Perkara Pidana
1. Perkara Pidana Biasa
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GRAFIK PERKARA PIDANA BIASA
PERIODE 2015 - 2019

400

350 336

306

300
260
251 244 250 249

250 232
221

240

200
150
100

50
23 30

31
22
=il =il =NH =BN B

Tahun 2015 Tahun 2015 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

m Sisa Masuk = Putus/Cabut

Masuk Putus/Cabut Capaian
Tahun 2015 23 306 336 102%
Tahun 2015 30 251 244 87%
Tahun 2017 31 250 249 89%
Tahun 2018 42 232 221 81%
Tahun 2019 22 240 260 99%

2. Perkara Pidana Cepat/Ringan
Pidana singkat pada Pengadilan Negeri Klaten tidak ada perkara masuk

-25-



3. Perkara Pidana Cepat/Ringan

GRAFIK PERKARA PIDANA CEPAT/RINGAN
PERIODE 2015 - 2019

180

168 168
161 161
160
148 148
138 138
140
120
100
80
60
a7 a7
40
20
0 0 0 0
0

Tahun 2015 Tahun 2015 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

o

m Sisa ®m Masuk m Putus/Cabut

Masuk Putus/Cabut Capaian
Tahun 2015 0 161 161 100%
Tahun 2015 0 168 168 100%
Tahun 2017 0 138 138 100%
Tahun 2018 0 148 148 100%
Tahun 2019 0 47 47 100%

4. Perkara Pidana Lalu Lintas
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GRAFIK PERKARA LALU LINTAS
PERIODE 2015 - 2019

70.000

59.316 59.316
60.000

53.599 53.599
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Tahun 2015 Tahun 2015 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

m Sisa Masuk = Putus/Cabut

Masuk Putus/Cabut Capaian
Tahun 2015 - - - -
Tahun 2015 - 25.154 25.154 100%
Tahun2017 - 53.599 53.599 100%
Tahun 2018 - 59.316 59.316 100%
Tahun 2019 - 45.612 45.612 100%

5. Perkara Pidana Pra Peradilan
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GRAFIK PERKARA PRA PERADILAN
PERIODE 2015 - 2019

1 1 1 1

1
0

Tahun 2015 Tahun 2015 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

m Sisa Masuk m Putus/Cabut

Masuk Putus/Cabut Capaian
Tahun 2015 0 0 0 -
Tahun 2015 0 5 5 100%
Tahun 2017 0 1 1 100%
Tahun 2018 0 5 5 100%
Tahun 2019 0 1 1 100%

6. Perkara Pidana Anak
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GRAFIK PERKARA PIDANA ANAK
PERIODE 2015 - 2019
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10 10
7 7
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Tahun 2015 Tahun 2015 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

m Sisa Masuk m Putus/Cabut

Masuk Putus/Cabut Capaian
Tahun 2015 1 5 4 67%
Tahun 2015 1 10 10 91%
Tahun 2017 1 7 7 88%
Tahun 2018 2 24 23 88%
Tahun 2019 1 8 9 100%
c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,

Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
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1. Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun
Uraian
2016
Putus 647 611 584 633 585
Tidak Upaya Hukum 621 579 559 604 557
Banding
Persentase 96% 95% 96% 95% 95%

2. Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
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